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TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI STANDAR Ol>ERASlONAL PROSEDUR
 
DI L1NGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN KABUPATEN/KOTA
 

TAHUN2014
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Menimbang a.	 bahwa dalam rangka pelaksanaan implementasi Standar 
Operasional Proeedur yang merupakan salah sam pendukung 
pelayanan publik, perlu dilakukan penyusunan dan penetapan 
Standar Operasional Prosedur Satuan Kerja Perangkat Daeran 
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan perubinean 
penyusunan Standar Operasional Prosedur pada 
Kabupaterr/Kota se- Provinsl Lampung; 

b.	 babwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas 
,agar pelaksanaannya dapat berjalan ter-tib, ter-koor-di'naai, 
berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim 
Implementasl Stender Operasional Prosedur di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Lampung dan KabupatenjKota Tahun 
2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubemur 
Lampung; 

Mengingat I.	 Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dari Korupsi Kolusi dan 
Nepotisme; 

2.	 Undang-Undang Nornor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakbir 
dengan Undang-Undang Namor 12 Tahun 2008; 

3.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tabun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota; 

4.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerab sebagaimana 
telab diubab dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tabun 2011; 

5.	 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nornor 12 Tabun 2009 tcntang 
Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
Pemerintah Kabupaten/Kota; 

6.	 Peraturan Menteri De.lam Negeri NomOI 52 Tahun 2011 
tentang Standar Operasional prosedur (SOP) eli Lingkungan 
Pemerintah Pnovinsi dan Kabupaterr/Kota; 
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Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETlGA 

KEEMPAT 

7.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Proviriai, 
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013; 

8.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan 'Tatakerja Inspektorat, Baden 
Pereneanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis 
Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013; 

9.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nemer 13 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi 
Lampung sebageimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Lampung Nomor 8 'rahun 2013; 

10.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Talrun 2009 
tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian 
Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung 
sebagaimana telab diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi 
Lampung Nomor 9 Tahun 2013; 

11.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Provinsi 
Lampung Tahun Anggaran 2014; 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM 
IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN 
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014. 

Membentuk Tim Implementasi Standar Operaaional Prosedur di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaterr/Kota 
Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum 
dalarn Lampiran Keputusan ini. 

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai 
tuges sebagai berikut: 
a. melakukan persiapan administrasi persuratan dan administrasi 

keuangan; 

b. roelaksanakan koordinasi dengan SKPD pada Pemerintah 
Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi 
Lampung; 

c.	 meIakukan pembinaan ke SKPD di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan 

d. menyiapkan instrumen pembinaan Standar Operasional 
Prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada 
Diktum Kesatu melaporkan . haaii pelaksanaannya dan 
bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung. 

( 

Biaya yang dikeIuarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini 
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, 
pada kegiatan Lanjutan Implementasi Standar Operasional 
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan 
Kabupaten/Kota, dengan Kode Rekening :1.20.1.20.03.11.40.01. 
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KELIMA	 Hal-hal yang bclum diatur daJam Kcputusan rru sepanjang 
mengenai teknis pe1aksanaannya diatur lebih Ianjut oleh Kepala 
Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. 

KEENAM	 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai 
dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudien 
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan 
diadakan pembetulan sebagaimana rneatinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal .\ - "3 - 2014 

GUBERNUR 

Tembusan: 
1. Ketua DPRD Provinei Lampung di Telukbetung, 
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bander Lampung; 
3. Kepada Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung; 
4. Kepala Biro Keuacgan Setda. Provinsr Lampung di Telukberung; 
5. Kepala Biro Administraei Pembangunan aetda. Provinsi Lampung di Telukbetung, 
6. Kepala Biro Hukum Setda. Provinei Lampung di Telukbetung; 
7. Maslng-masing anggota TIm yang bereangkutan. 

Research
Rectangle
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LAMPlRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : OJ II'!> jB.XIjHKj2014 
TANGGAL: Ii - ; - 2014 

PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN KABUPATEN/KOTA
 

TAHUN20l4
 

NO NAMA!JABATAN 
BEBAR 

KEDUDUKAN HONORARIUM! 
DALAM TIM BULAN (Rpl 

KET 

1 2 3 4 5 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

-- 11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Wakil Gubemur Lampung. 

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. 

Asisten Bidang Administrasi Umum 
Sekda Provinsi Lampung. 
Kepala Biro Organisasi. Sekretariat 
Daerah Provinsi Lampung. 

Kabag Ketatalaksanaan Biro 
Organisasl Setda Provinsi Lampung. 
Kabag Analisa dan Formasi Jabatan 
Biro Organisasi Setda Provinsi 
Lampung.
 

Kasubbag Standarisasi dan Pengaturan
 
Biro Organisasi Setda Provinsi 
Lampung.
 

Kasubbag Tata Cara dan Prosedur
 
Kerja Biro Organisasi Setda Provirrsi 
Lampung. 

Kasubbag Pelayanan Publik Biro 
Organisasi Setda Provinsi Lampung, 

ZAINUL KAROMAN, S.IP.,MM.,M.AP 
(Widyaiswara Madya pada Bandiklatda 
Provinsi Lampung) 

MERUTA, S.Si.,MM 
(JFU Biro Organisasi 
Lampung) 

RICHE RAHMAWATI, SE 
(JFU Biro Organisasi 
Lampung) 

CHAIRUL SALEH 
(JFU Biro Organisasi 
Lampung]
 

TODY YUSUF, SH
 
(JFU Biro Organisasi 
Lampung)
 

SAMSUL MAARIEF
 
(...wU Biro Organisasi 
Lampunzl 

Setdaprov.
 

Setdaprov.
 

Setdaprov. 

Setdaprov.
 

Setdaprov.
 

Pengarah
 

Penanggung
 
Jawab
 

Ketua
 

Sekretaris
 

Anggota
 

Anggota
 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

325.000,

300.000,

250.000,

200.000,

175.000,

175.000,

175.000,

175.000,

175.000,

175.000,

175.000,

175.000,

175.000,

175.000,

175.000,-

Diberikan 
Honorarium 
se1ama 10 
(sepu1uh) 
Bulan yang 
dibebankan 
kepactaAPBD 
Provinsi 
Lampung 
Tahun 2014 
padaDPA 
Bire 
Organieasi 
Sekretariat 
Daerah 
Provinsi 
Lampung 
pacta kegiatan 
Lanjutan 
Implementasi 
Stander 
Operaeionaj 
Prosedur 
(SOP} Di 
Lingkungan 
Pemerintah 
Provinsi 
Lampung dan 
Kabupaten/ 
Kota Tahun 
2014,dengan 
Kode 
Rekening: 
1.20.1.20.03. 
11.40.01 
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